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BAB III 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Reksa Dana Syariah 

1. Pengertian Reksa Dana Syariah  

Reksa dana syariah adalah cara lain  sebab adanya 

perilaku ambivalensi (mendua) pada diri umat Islam, dari 

satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada 

reksa dana, tetapi di sisi lain memiliki ketakutan 

melanggar ketentuan-ketentuan yg ada pada syariat Islam. 

Reksa dana syariah adalah salah satu wadah investasi 

kolektif yg dikelola oleh manajer investasi dengan cara 

menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah. di antara 

karakteristiknya artinya dana yang terkumpul 

diinvestasikan di berbagai jenis efek, sehingga resiko 

teridentifikasi.
1
 Secara bahasa reksa dana berasal dari 2 

kata yaitu “reksa” yang merupakan jaga atau pelihara dan  

“dana” yang berarti (himpunan) uang. Secara kata reksa 

dana berarti sebuah wadah dimana masyarakat bisa 

menginvestasikan dananya dan  oleh pengurusnya 

(manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio 

efek.
2
 

                                                             
1
 Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3, (Jakarta : 

Republika, 2020), h. 184. 
2
 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian 

Umat, (Sebuah Pengenalan), (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 

197. 
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Reksa dana syariah adalah wadah yang 

dipergunakan oleh warga  untuk berinvestasi yg sesuai 

pada syariat Islam, selain itu karakteristik tersendiri pada 

produk reksa dana syariah yakni adanya proses cleansing 

atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan 

cara membayar zakat bukan merupakan instrumen yg 

menghasilkan riba.
3
  Berdasarkan fatwa DSN  (Dewan 

Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 

mendefinisikan bahwa reksa dana syariah menjadi reksa 

dana yang beroperasi menurut ketentuan dan  prinsip 

syariah Islam, baik pada bentuk akad antara pemodal 

menjadi pemilik harta (shahib al-harta benda/rabb al-

mal) serta manajer investasi menjadi wakil shabib al-

harta benda juga antara manajer investasi dan  wakil 

shahib al-mal serta pengguna investasi.
4
 Fatwa DSN 

(Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN-

MUI/IX/2000 memuat fakta mengenai reksa dana syariah 

sebagai berikut :
5
 

a. Pada reksa dana konvensional masih terdapat unsur-

unsur yg bertentangan dengan syariah, baik dari segi 

                                                             
3
 Nonie Afrianty, dkk., Lembaga Keuangan Syariah, (Bengkulu : CV 

Gizie Utama, 2020), h. 91. 
4
 “Fatwa DSN MUI tentang Reksa Dana Syariah”, 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19.-Reksadana-Syariah.pdf, Di 

akses pada tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 12.45 WIB. 
5
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : 

Ghalia Indonesia, 2017), h. 315 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19.-Reksadana-Syariah.pdf
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akad, pelaksanaan investasi juga dari segi pembagian 

laba. 

b. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen 

keuangan sesuai dengan syariah, yang meliputi saham 

yang sudah melalui penawaran  umum serta 

pembagian dividen yg didasarakn pada tingkat laba 

usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum 

syariah dan  surat utang yang sesuai dengan syariah. 

c. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syariah, 

diantaranya tidak boleh melakukan usaha perjudian 

dan  sejenisnya, usaha di lembaga keuangan ribawi, 

usaha memproduksi, mendistribusi, dan  

memperdagangkan makanan dan  minuman haram, 

serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan  

membawa mudharat.  Pemilihan dan  pelaksanaan 

investasi wajib  dilaksanakan menggunakan prinsip 

kehati-hatian serta tidak boleh terdapat unsur yang 

tidak jelas (gharar). Pada antaranya tidak boleh 

melakukan penawaran palsu, penjualan barang yg 

belum dimiliki, insider trading/menyebarkan 

informasi yang keliru serta menggunakan isu orang 

dalam untuk laba transaksi yg dilarang, serta 

melakukan investasi pada perusahaan yg tingkat 

utangnya lebih dominan dari modalnya. 
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d. Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam 

reksa dana syariah, jika struktur utang terhadap modal 

sangat bergantung di pembiayaan yg mengandung 

unsur riba, emiten mempunyai nisbah utang terhadap 

modal lebih 82% (utang 5%, modal 55%), manajemen 

eiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha 

yang Islami. 

e. mekanisme operasional reksa dana syariah terdiri dari 

: wakalah antara manajer investasi dan  pemodal, dan  

mudharabah antara manajer investasi serta pengguna 

investasi. karakteristik mudharabah yaitu pembagian 

laba antara pemodal  (yang diwakili sang manajer 

investasi) serta pengguna investasi sesuai pada 

proporsi yg ditentukan pada akad yg sudah 

dipengaruhi bersama dan  tak ada jaminan atas hasil 

investasi eksklusif pada si pemodal, pemodal 

menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan, 

manajer investasi menjadi wakil pemodal tidak 

menanggung risiko kerugian atas investasi yang 

dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian. 

f. Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksa 

dan syariah adalah sebagai berikut : 

Dari saham berupa : 

   Deviden berarti bagi hasil atas keuntungan yang dibagi 

dari laba, baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun 

dalam bentuk saham. 



 61 

  Right berarti  hak untuk memesan efek lebih dahulu yang 

diberikan oleh emiten. 

  Capital gain yang merupakan keuntungan yang 

diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. 

Dari obligasi yang sesuai dengan syariah, bagi hasil 

yang diterima secara periodik dari laba emiten. Dari 

surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah, 

bagi hasil yang diterima oleh issuer. Dari deposito 

dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank 

syariah. 

Sebenarnya definisi reksa dana syariah tidak jauh 

berbeda dengan reksa dana konvensional, namun ada 

perbedaan pada operasionalnya. Reksa dana syariah 

berjalan menggunakan prinsip syariah, yaitu pada akad 

yang digunakan antara pemilik modal (rab al-mal) dengan 

manajer investasi (amil), pemilihan dan pelaksanaan 

transaksi investasi, dan dalam penentuan dan pembagian 

hasil.
6
 Maka dengan itu, reksa dana syariah dapat 

dikatakan sebagai investasi yang sah apabila mengikuti 

aturan syariat Islam, dengan tidak melanggar ketentuan 

yang ada. Misalnya tidak menginvestasikan dananya pada 

perusahaan yang berlatar belakang menjual produk 

makanan/minuman beralkohol, jasa keuangan 

konvensional, dan hal-hal yang berbau maksiat lainnya. 

                                                             
6
 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian 

Umat, (Sebuah Pengenalan), (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 

198. 



 62 

Reksa dana syariah adalah lembaga intermediasi 

yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana 

buat diinvestasikan. salah satu tujuan asal reksa dana 

syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor 

yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber 

dan  cara yg bersih serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Beberapa istilah yang seringkali ada dalam reksa dana 

syariah antara lain :
7
 

a. Portofolio efek artinya kumpulan efek yang dimiliki 

secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam 

reksa dana. 

b. Manajer investasi ialah pihak yang aktivitas usahanya 

mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau 

mengelola portofolio investasi kolektif untuk 

sekelompok nasabah. 

c. Emiten ialah perusahaan yg menerbitkan efek untuk 

ditawarkan pada publik. 

d. Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan 

utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 

tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas impak, dan  setiap 

derivatif dari efek. 

                                                             
7
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : 

Kencana, 2016), h. 158. 
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e. Mudharabah/qirad merupakan suatu akad atau sistem 

dimana seseorang memberikan hartanya pada orang 

lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa laba yang 

diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi 

antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang 

disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan 

kerugian ditanggung oleh  shahib al-mal benda 

sepanjang tidak ada kelalaian berasal mudharib. 

f. f. Prospektus merupakan setiap berita tertulis 

sehubungan dengan penawaran umum  menggunakan 

tujuan agar pihak lain membeli efek. 

g. Bank Kustodian merupakan pihak yang tugasnya 

memberikan jasa penitipan efek dan  harta lain yg 

berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk 

menerima dividen, dan  hak-hak lain, menyelesaikan 

transaksi efek, dan  mewakili pemegang rekening yg 

sebagai nasabahnya.Manajer investasi adalah pihak 

yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek 

untuk para nasabah atau mengelola portofolio 

investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. 

 Reksa dana memiliki lembaga-lembaga fasilitator 

yang mengawasi kinerjanya, diantaranya yaitu Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), Pengelola Investasi (Manajer Investasi), 

Bank Kustodian, notaris, konsultan hukum, akuntan public, 

dan agen penjual .
8
 

                                                             
8
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : 

Kencana, 2016), h.165. 



 64 

2. Pandangan Syariah Terhadap Reksa Dana 

Pada dasarnya reksa dana merupakan media 

berinvestasi masyarakat. Secara tidak langsung reksa dana 

masuk kedalam bagian jual beli atau dalam Islam disebut 

dengan muamalah. Sebagai media pengembang dana 

masyarakat, tentunya ada hal yang harus diperhatikan 

yaitu bagaimana jadinya reksa dana tersebut dalam 

pandangan syariah karena sebagian besar dari masyarakat 

Indonesia merupakan muslim. Sebagai seorang muslim 

tentunya ingin investasinya selain menjadi keuntungan 

tentunya mendapat keberkahan dari Allah SWT. 

Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap 

sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak 

bertentangan dengan syari‟ah. Dengan kata lain, syari‟ah 

dapat menerima usaha semacam reksa dana sepanjang 

tidak bertentangan dengan syari‟ah Islam.  

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 

1 :
9
 

ۗ   احُِلَّتْ لَكُمْ بََيِْمَةُ  ۗ  ا اوَْفُ وْا باِلْعُقُوْدِ  ۗ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْ  يٰ 
ۗ   اِنَّ  يْدِ وَانَْ تُمْ حُرُمٌ  لِّى الصَّ رَ مُُِ لٰى عَلَيْكُمْ غَي ْ الَّْنَْ عَامِ اِلََّّ مَا يُ ت ْ

وَ يََْكُمُ مَا يرُيِْدُ   اللّٰ
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. 

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan 

                                                             
9
 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Kementrian RI, Al-

Qur‟an Medina Terjemah, (Bandung : PT. Madina Raihan Makmur, 2010), h. 

106. 
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disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan 

yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah (5:1)). 

 

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad 

yang ditentukan oleh kaum muslimin adalah selama tidak 

melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW, memberi 

batasan tersebut dalam hadis :  

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِِّ  رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّوِ صَلَّى 
لْحُ جَا ئزٌِ بَ يَْْ  , اِلََّّ اللَّوُ عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ قاَ لَ : الصُّ الْمُسْلِمِيَْْ

صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًَّ وَأَحَلَّ حَراَمًا, وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْ طِهِمْ, 
حَوُ,  رْمِذِيُّ وَصَحَّ اِلََّّ شَرْطاً حَرَّ مَ حَلَالََّ وَاَحَلَّ حَراَْمًا. رَوَاهُ الت ِّ

ربَْنَ عَبْذِ  اللَّوِ بْنِ عَمْربِْنِ عَوْفٍ وَأنَْكَراُ عَلَيْوِ, لَِِنَّ راَوَيوَُ كَثِي ْ
 ضَعِيْفٌ, وكََانََّوُ اعْتَبَ رهَُ بِكَثْ رةَِ طرُقُِوِ.

“Dari Amru Bin Auf  Al-Muzany, disebutkan bahwa 

Rasulullah bersabda “Perdamaian itu halal (dibolehkan  

dilakukan) di antara kaum muslimin,kecuali perdamaian 

yang mengharamkan yang halal taua menghalalkan yang 

haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-

syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram.” Diriwayatkan dan 

dinilai shahih oleh Tirmizi. Namun banyak yang 

mengingkarinya karena seorang perawinya yang 

bernama Katsir Bin Abdulla Bin Amru Bin Auf berstatus 

Dhaif, seakan-akan Tirmizi menganggap hadis ini sahih 

karena banyak jalan periwayatannya.”
10

 

 

                                                             
10

 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, 

(Pustaka Imam Adz-Dzahabi), h. 423. 
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Dalam reksa dana konvensional berisi akad 

muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli 

dan bagi hasil (mudharabah/musyarakah). Dengan 

demikian didalamnya terdapat banyak maslahat, seperti 

maslahat untuk memajukan perekonomian, saling 

memberi keuntungan di antarapara pelakunya, 

meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. 

Namun didalamnya juga terdapat hal yang bertentangan 

dengan syari‟ah bagi dalam segi akad, operasi, investasi, 

transaksi dan pembagian keuntungannya.
11

 Bagaimana 

pun, prinsip dalam berakad harus mengikuti hukum yang 

telah digariskan oleh Allah SWT, seperti yang disebutkan 

dalam QS. An-Nisa ayat 29 : 

   ۗ ۗ  ا امَْوَالَكُمْ بَ يْ نَكُمْ باِلْبَاطِلِ اِلََّّ  ۗ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لََّ تأَْكُلُوْ  يٰ 
   ۗ ۗ  ا انَْ فُسَكُمْ  ۗ   وَلََّ تَ قْتُ لُوْ  نْكُمْ  انَْ تَكُوْنَ تَِِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ مِّ

وَ كَانَ بِ كُمْ رَحِيْمًا    اِنَّ اللّٰ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4:29)).
12
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 Muhamad, Manajemen Keuangan Syari‟ah, (Yogyakarta : UPP 

STIM YKPN, 2016), h.579. 
12

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Kementrian 

Agama RI, Al-Qur‟an Medina Terjemah, (Bandung : PT. Madina Raihan 

Makmur, 2010), h. 83. 
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Mekanisme operasional antara pemodal dan 

manajer investasi dalam reksa dana syariah menggunakan 

sistem wakalah. Pada akad wakalah tersebut investor atau 

pemodal akan memberikan kuasa kepada manajer 

investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan 

pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

prospektus. Instrumen hanya dilakukan pada instrumen 

keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. 

Instrumennya tersebut meliputi instrumen sesuai saham 

syariah, penempatan dalam deposito pada Bank Umum 

Syariah, dan surat utang jangka pendek dan jangka 

panjang yang sesuai dengan perinsip syariah.
13

 Reksa 

dana syariah diatur dalam Fatwa DSN dan operasionalnya 

diatur oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai 

penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang 

terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara 

reksa dana dengan DSN. 
 

3. Manfaat dan Risiko Reksa Dana 

Dalam berinvestasi dengan reksa dana tentunya 

investasi tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada 

beberapa risiko dan keuntungan yang akan didapat 

investor ketika berinvestasi. Secara umum keuntungan 

dalam melakukan investasi pada reksa dana antara lain :
14

 

                                                             
13

  Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor 

: Ghalia Indonesia, 2017), h. 317. 
14

 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi 

dan Ilustrasi, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 226. 



 68 

a. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup 

besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam 

efek, sehingga dapat memperkecil risiko. 

b. Reksa dana mempermudah pemodal untuk 

melakukan investasi di pasar modal. Dan menentukan 

saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah 

pekerjaan yang mudah, namun memerlukan 

pengetahuan dan keahlian tersendiri. 

c. Efisiensi waktu, dengan melakukan investasi pada 

reksa dana dimana dana tersebut dikelola oleh 

manajer investasi professional  
 

Sedangkan risiko yang akan dihadapi investor dalam 

berinvestasi melalui reksa dana yaitu :
15

 

a. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan (NUP), 

risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek 

(saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang 

masuk dalam portofolio reksa dana tersebut. 

b. Risiko llikuiditas, menyangkut kesulitan yang 

dihadapi manajer investasi jika Sebagian besar 

pemegang unit melakukan penjualan Kembali 

(redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. 

Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam 

menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. 

                                                             
15

 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : 

Kencana, 2016), h. 163 
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c. Risiko politik dan ekonomi, perubahan kebijakan 

ekonomi politik dapat memengaruhi kinerja bursa dan 

perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga 

sekuritas akan terpengaruh yang kemudian 

memengaruhi portofolio yang dimiliki reksa dana. 

d. Risiko pasar, terjadi karena nilai sekuritas di pasar 

efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi 

ekonomi secara umum. Dan akan berpengaruh 

langsung pada nilai bersih portofolio terutama jika 

terjadi koreksi atau pergerakan negatif. 

e. Risiko inflasi, akan menyebabkan menurunnya total 

real return investasi. Pendapatan yang diterima dari 

investasi dalam reksa dana bisa jadi tidak dapat 

menutup kehilangan karena menurunnya daya beli 

(loss of purchasing power) 

f. Risiko nilai tukar, dapat terjadi jika terdapat sekuritas 

luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan 

nilai tukar akan memengaruhi nilai sekuritas yang 

termasuk foreign investment setelah dilakukan 

konversi dalam mata uang domestic. 

g. Risiko spesifik, disamping dipengaruhi pasar secara 

keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko 

sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun 

nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak 
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bagus atau juga adanya kemungkinan mengalami 

default, tidak dapat membayar kewajibannya.  

 Mekanisme transaksi dalam reksa dana syariah 

dilakukan dalam beberapa hal, yaitu tidak diperbolehkan 

melakukan tindakan spekulasi yang didalamnya mengandung 

gharar seperti najsy (penawaran palsu), ihtikar dan tindakan 

spekulasi lainnya. Serta untuk membahas persoalan-persoalan 

yang memerlukan penelitian dan pengkajian, seperti 

menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian 

pendapatan, formula pembagian keuntungan dan sebagainya, 

hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk 

oleh MUI.
16

 

 

B. Akad Dalam Reksa Dana Syariah  

1. Mudharabah  

a. Konsep Dasar Mudharabah  

Mudharabah atau qiradh terasuk salah satu 

bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah 

mudharabah digunakan oleh masyarakat Irak, 

sedangkan masyarakat Hijaz menyebutnya dengan 

qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh 

adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Menurut 

bahasa qiradh sendiri diambil dari kata  ُاَ لْقرَْ ضyang 

                                                             
16

 “Reksa Dana Syariah”, http://mui.or.id/wp-

content/uploads/files/fatwa/19.-Reksadana-Syariah.pdf, Di Akses Pada 

Tanggal 16 September 2021, Pukul 10.15 WIB. 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19.-Reksadana-Syariah.pdf
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19.-Reksadana-Syariah.pdf


 71 

berarti  ُاَ لْقَطْع(potongan), sebab pemilik memberikan 

potongan dari hartanya untuk diberikan kepada 

pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan 

pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang 

diperoleh.
17

 Sehingga dapat dicermati bahwa 

mudharabah atau qiradh adalah menyerahkan 

sejumlah modal kepada seseorang untuk 

diperdagangkan atau dikelola. Adapun keuntunganya 

dibagi antara yang mempunyai modal dan yang 

memperdagangkan atau mengelola menurut presentase 

yang disepakati kedua belah pihak.  

Beberapa ulama memberikan pengertian 

mudharabah atau qiradh sebagai pemilik harta (modal) 

menyerahkan modal kepada pengusaha untuk 

berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di 

antara keduanya berdasarkan persyaratan yang 

disepakati.
18

 Menurut definisi ini, mudharabah adalah 

pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada 

pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, 

dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan 

persyaratan yang disepakati. Dengan demikian, 

mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) 

saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan 

                                                             
17

 Rahmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 

2001), h. 223. 
18

 Sri Sudiarti, Fiqh muamalah kontemporer, (Medan : FEBI-UIN SU 

Press, 2018), h.159. 
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hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan 

dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, 

seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Dalam akad mudharabah 

apabila mengalami kerugian, maka hal ini ditanggung 

oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pengelola 

modal tidak bertanggung jawab atas kerugiannya.  

Menurut Fatwa DSN NO: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah 

(Qiradh), dijelaskan bahwa mudharabah adalah akad 

kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak 

pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan 

seluruh modal, sedang pihak kedua („amil, mudharib, 

nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan 

usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak.
19

 Dari berbagai 

pengertian  diatas, para ulama juga mendefiniskan 

mudharabah sebagai berikut : 

1)  Menurut Hanafiyah, mudharabah merupakan akad 

syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan 

pihak lain pemilik jasa. Secara tekstual ditegaskan 

bahwa syarikat mudharabah adalah suatu akad 

(kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-

                                                             
19

 “Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah”, 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf, Di akses 

pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB. 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf
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unsur pentingnya yaitu; berdirinya syarikat ini atas 

usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari 

pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam 

definisi tersebut cara pembagian keuntungan 

antara kedua orang yang bersyarikat itu. 

Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan 

syarat yang harus dipengaruhi pada masing-

masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat 

yang harus dipenuhi pada modal. 

2)  Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah 

akad perwakilan, di mana pemilik harta 

mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembayaran yang 

ditentukan (emas dan perak). Mazhab Maliki 

menyebutkan berbagai persyaratan dan batasan 

yang harus dipenuhi dalam mudharabah dan cara 

pembagian keuntungan yaitu dengan bagian jelas 

sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang 

bersyarikat. Namun definisi ini tidak menegaskan 

katagorisasi mudharabah sebagai suatu akad, 

melainkan ia menyebutkan bahwa mudharabah 

adalah pembayaran itu sendiri. Definisi ini telah 

menetapkan wakalah bagi  pihak mudharib (amil) 

sebelum pengelola modal mudharabah dan 

mempengaruhi keabsahannya bukannya sebelum 
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akad. Sebagaimana terdapat perbedaan antara 

seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu 

dari keuntungan kerjanya. baik modal itu 

mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan 

keuntungan, sedangkan seorang mudharib tidak 

berhak mendapatkan apapun kecuali pada saat 

mengalami keuntungan dan baginya adalah 

sejumlah tertentu dari rasio pembagian. Definisi 

ini juga tidak menyebutkan apa yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak yang 

melakukan akad. 

3) Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah 

adalahibarat pemilik harta menyerahkan hartanya 

dengan ukuran tertentu  kepada orang yang 

berdagang dengan bagian dari keuntungan yang 

diketahui. Meskipun definisi ini telah 

menyebutkan bahwa pembagian keuntungan 

adalah antara kedua orang yang bersyarikat 

menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak 

menyebutkan lafadz akad sebagaimana juga belum 

menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi 

pada diri kedua orang yang melakukan akad. 

4)  Ulama Syafi‟iyah berpendapat mudharabah 

merupakan akad yang menentukan seseorang 

menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk 
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ditijarahkan. Meskipun mazhab Syafi„i telah 

menegaskan kategorisasi mudharabah sebagai 

suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa  yang 

harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang 

melakukan  akad, sebagaimana ia juga tidak 

menjelaskan cara pembagian  keuntungan. 

5) Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah 

berpendapat bahwa  mudharabah ialah seseorang 

menyerahkan harta kepada yang lain untuk 

ditijarhakan dan keuntungan bersama-sama. 

6) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad 

Syata berpendapat mudharabah merupakan 

seseorang memberikan masalahnya kepada yang 

lain dan di dalamnya diterima penggantian. 

7) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah 

akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan 

perdagangan. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mudharabah merupakan akad 

kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

adalah pemilik modal (shahibul mal), sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola modal (mudharib), dengan 

syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi 

untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan 

bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi 
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kerugian akan ditanggung shahibul maal. Dalam literatur 

lain, Mudharabah berarti akad antara dua pihak  dimana 

salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai 

modal) kepada pihak lainnya untuk 

diperdagangkan/diusahakan. Laba dibagi dua sesuai 

dengan kesepakatan. Secara umum mudharabah dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu :
20

 

1) Mudharabah secara mutlak atau bebas, ialah format 

kerja sama antara yang mempunyai modal dengan 

pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan 

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa 

dan wilayah atau lokasi bisnis. 

2) Mudharabah muqayyad (terikat), ialah kebalikan dari 

mudharabah muthlaqah, yakni pengelola modal 

dibatasi dengan Batasan jenis usaha, masa atau lokasi. 

Maka dapat diketahui bahwa mudharabah terdapat 

unsur syirkah atau kerja sama yaitu kerja sama antara 

harta dengan tenaga, juga unsur kepemilikan bersama 

dalam hal keuntungan. namun apabila terjadi kerugian 

maka ditanggung oleh yang mempunyai modal, sementara 

pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia sudah rugi 

tenaga tanpa keuntungan. 
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 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga 

Kontemporer (Teori dan Praktik), ( Malang : UIN-Maliki Malang Pers, 2018), 

h. 106. 
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b. Dasar Hukum Mudharabah 

Pelaksanaan mudharabah didasarkan pada 

dalil-dalil baik dari al-qur‟an, hadis, ijma dan qiyas. 

Berikut beberapa dalil mengenai mudharabah : 

 

1) Al-Qur’an 

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah 

antara lain : 

   ۗ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ انَْ تَ بْتَ غُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ 
وَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  نْ عَ رَفاَتٍ فَاذكُْرُوا اللّٰ ۗ   افََضْتُمْ مِّ فاَِذَا

ۗ   وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  ۗ   وَاذكُْرُوْهُ كَمَا ىَدٰىكُمْ  الْْرَاَمِ 
الِّۤيَْْ   قَ بْلِ وِ  لَمِنَ الضَّ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia 

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 

Arafah, berzikirlah kepada Allah di 

Masy‟arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya 

sebagaimana Dia telah memberi petunjuk 

kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-

benar termasuk orang yang tidak tahu.”(QS. Al-

Baqarah (2:198)).
21

 

 

لٰوةُ فاَنْ تَشِرُوْا فِِ الََّْرْضِ وَابْ تَ غُوْا مِنْ  فاَِذَا قُضِيَتِ الصَّ
راً لَّعَلَّكُمْ تُ فْلِحُوْنَ  وَ كَثِي ْ وِ وَاذكُْرُوا اللّٰ  فَضْلِ اللّٰ

                                                             
21

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Kementrian 

Agama RI, Al-Qur‟an Medina Terjemah, (Bandung : PT. Madina Raihan 

Makmur, 2010), h. 31 
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“Apabila salat telah dilaksanakan, maka 

bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar 

kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu‟ah (62:10)).
22

 
 

وِ     وَ اٰخَرُوْنَ يَضْربُِ وْنَ فِِ الََّْرْضِ يَ بْتَ غُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara 

kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain 

berjalan di bumi mencari sebagian karunia 

Allah; “ (QS. Al-Muzzammil (79: 20)
23

 
  

2) Hadist 

  Berikut merupakan hadist yang berkaitan 

dengan mudharabah, hadist yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa nabi SAW 

bersabda : 

عَنْ صُهَيْبٍ انََّ النَّبِِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَالَ 
)ثَلَاثٌ فِهِيَّْْ الْبَ ركََةُ, الَْبَ يْعُ اِلََ اَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, 

عِيْْلِلِْبَ يْتِ, لَّلَلِْبَ يْعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَوْ  وَخَلْطُ الْبُ رِّبِشَّ
 باِِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.  

”Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi SAW telah 

bersabda, “Tiga perkara ada berkat padanya; jual 

beli bertempoh, dan berqiradl, dan campur baur 

dengan sya‟ir buat di rumah, bukan buat jualan.” 

(HR. Ibnu Majah Dengan sanad yang Dhaif).”
24 
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 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, …  h. 554. 
23

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, … h. 175. 
24

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram Oleh A. Hasan, 

(Bandung : CV Diponegoro, 2006), h. 400. 
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3) Ijma’ 

  Di antara ijma‟ dalam mudharabah. 

Adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah 

dari sahabat menggunakan harta harta anak yatim 

untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak 

ditentang oleh sahabat lainnya. 

 

4) Qiyas 

  Mudharabah diqiyaskan kepada al-

musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola 

kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin 

dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang 

kaya yang tidak  dapat mengusahakan hartanya. Di 

sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau 

bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan 

demikian adanya mudharabah ditujukan antara 

lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan 

diatas, yakni kemaslahatan manusia dalam rangka 

memenuhi kebutuhan mereka.
 25

 

c. Rukun dan Syarat Mudharabah  

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun 

yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, 

yaitu pemilik dana (Shahibul mal), pengelola 

(mudharib), ucapan serah terima (shigat ijab wa 
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 Rahmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 

2001), h. 226. 
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qabul), modal, pekerjaan dan keuntungan.
26

 Menurut 

ulama Syafi‟iyah, rukun-rukun qiradh ada enam yaitu 

:
27

 

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-

barangnya. 

2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang 

diterima dari pemilik barang. 

3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan 

pengelola barang. 

4) Mal, yaitu harta pokok atau modal. 

5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga 

menghasilkan laba. 

6) Keuntungan.  

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, rukun 

mudharabah merupakan ijab qabul yakni lafadz 

mudharabah, muqaradhah, muamalah serta lafadz-

lafadz lain yang artinya sama dengan lafadz-lafadz 

tersebut.
28

 Sedangkan jumhur ulama berpendapat 

bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu dua orang 

yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma‟qud 

alaih), dan shigat (ijab dan qabul).
29
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor 

: Ghalia Indonesia, 2017), h. 142. 
27

 Ru‟fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang : Media Madani, 2018), 

h. 208. 
28

 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga 

Kontemporer (Teori dan Praktik), ( Malang : UIN-Maliki Malang Pers, 2018), 

h. 111. 
29

 Rahmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 

2001), h. 226. 
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Syarat-syarat dalam akad mudharabah terbagi 

menjadi tiga, yaitu syarat yang berhubungan dengan 

„aqid berisi :
30

 

1) Bahwa „aqid baik yang mempunyai modal maupun 

pengelola (mudharib) mestinya orang yang 

mempunyai kemampuan untuk menyerahkan 

kuasa dan melaksankan wakalah. Urusan ini 

diakibatkan mudharib mengerjakan tasarruf atas 

perintah yang mempunyai modal, dan ini 

mengandung makna pemberian kuasa.  

2) „Aqidain tidak disyaratkan mestinya muslim. 

Dengan itu, mudharabah bisa dilaksanakan antara 

muslim dengan dzimmi atau musta‟man yang 

terdapat di negeri islam.  

3) „Aqidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan 

tasurruf. Oleh sebab itu, mudharabah tidak sah 

dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, 

orang gila atau orang yang dipaksa. 

Syarat yang berhubungan dengan modal sendiri berisi 

beberapa poin, yaitu: 

1) Modal harus berupa uang tunai. Apabila modal 

berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun 
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 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga 

Kontemporer s… h. 109. 
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tidak, berdasarkan pendapat jumhur ulama 

mudharabah tidak sah.  

2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Jika 

modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah. 

3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, 

tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. 

4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar 

dapat  dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini 

dikarenakan modal tersebut merupakan amanah 

yang berada ditangan pengelola.  

Syarat yang berhubungan dengan keuntungan. 

1)  Keuntungan sebaiknya diketahui kadarnya, 

destinasi diadakannya akad mudharabah ialah 

untuk memperoleh keuntungan. Jika 

keuntungannya tidak jelas bakal akibatnya akad 

mudharabah menjadi fasid.  

2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan 

pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 

50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan 

dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang 

mempunyai medapat Rp.50.000.000 dan sisanya 

untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah 

dalam Mudharabah. 
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d. Hukum  Mudharabah 

Hukum mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu :
31

 

1) Hukum Mudharabah Fasid 

Beberapa urusan dalam mudharabah fasid  

yang mempunyai modal memberikan upah kepada 

pengusaha antara lain yang mempunyai modal 

menyerahkan syarat kepada pengusaha dalam 

membeli, memasarkan atau mengambil barang. 

Yang mempunyai modal mengharuskan pengusaha 

untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha 

tidak bekerja kecuali atas izin darinya. Yang 

mempunyai modal memberikan isyarat kepada 

pengusaha agar mencampurkan harta modal 

tersebut dengan harta orang lain atau barang lain 

miliknya. 

2) Hukum Mudharabah Sahih 

Hukum mudharabah yang tergolong sahih 

tanggung jawab pengusaha bilamana pengusaha 

berhutang ia mempunyai hak atas laba secara 

bersama-sama dengan yang mempunyai modal. 

Jika mudharabah rusak karena beberapa sebab 

yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi 

pedagang sehingga ia pun mempunyai hak untuk 
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 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga 

Kontemporer (Teori dan Praktik), ( Malang : UIN-Maliki Malang Pers, 2018), 

h. 111. 



 84 

mendapat ongkos, jika harta rusak tanpa disengaja 

ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal 

tersebut, dan andai mengalami kerugian hanya 

ditanggung oleh pengusaha. 

e. Hak dan Kewajiban Pengusaha (al-mudharib) 

Pengusaha memiliki dua hak atas harta 

mudharabah, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk 

keperluannya) dan hak laba yang telah ditentukan 

dalam akad.
32

 

1) Hak nafkah (membelanjakan), para ulama 

berpendapat dalam hak nafkah modal atau harta 

mudharabah. Secara umum pendapat mereka dapat 

dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 

a) Imam Syafi‟i, berpendapat bahwa pengusaha 

tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, 

kecuali atas seizin pemilik modal sebab 

pengusaha akan memiliki keuntungan dari 

laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada 

pemilik modal agar dibolehkan menggunakan 

modal untuk keperluannya, akad menjadi 

rusak.  

b) Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, Imam 

Hanafi, dan Imam Zaidiyah bahwa pengusaha 

berhak menafkahkan harta mudharabah dalam 
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 Rahmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 

2001), h. 233. 
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perjalanan untuk keperluannya seperti pakaian, 

makanan, dan lain-lain. Hanya saja menurut 

Imam Malik hal itu bisa dilakukan jika modal 

yang ada memang mencukupi untuk itu. 

c) Ulama hanabilah membolehkan pengusaha 

untuk menafkahkan harta untuk keperluannya, 

baik pada waktu menetap maupun dalam 

perjalanan jika disyaratkan pada waktu akad, 

tidak boleh menafkahkan modal. 

2) Hak mendapatkan laba, pengusaha berhak 

mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan 

ketetapan dalam akad jika usahanya mendapatkan 

laba. Jika tidak, maka ia tidak mendapat apa-apa 

sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam 

pembagian laba. Disyaratkan setelah modal 

diambil.  

Sedangkan untuk hak pemilik modal adalah 

mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. 

Jika tidak, maka pengusaha tidak mendapatkan 

apa-apa. 

Kewenangan pengelola modal (mudharib) 

diperbolehkan menitipkan aset mudharabah kepada pihak 

lain (bank misalnya), karena hal ini merupakan sesuatu 

yang tidak bisa dihindari. Ia yang memiliki hak untuk 

merekrut karyawan guna menjalankan bisnis, seperti 
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halnya sewa Gedung, alat transportasi, dan lainnya yang 

mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan 

keuntungan. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan 

oleh mudharib yaitu tidak boleh melakukan withdraw 

(berutang) atas aset mudharabah tanpa izin dari shahibul 

mal karena akan manambah tanggungan shahibul mal. 

Tidak boleh membeli aset dengan cara berutang walaupun 

diberi izin oleh shahibul mal.pengelola (mudharib ).
 

Pengelola (mudharib) tidak diperbolehkan 

menginvestasikan aset mudharabah kepada orang lain 

dengan akad mudharabah, melakukan akad syirkah, 

dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain, 

kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari shahibul 

mal.
33

 

f. Perkara Yang Membatalkan Mudharabah 

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut :
34

 

1) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan, 

semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan 

larangan, yakni orang yang melakukan akad 

mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut 

serta modal telah diserahkan Ketika pembatalan 

atau larangan. Namun jika pengusaha tidak 
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mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, 

pengusaha (Mudharabah) dibolehkan untuk tetap 

mengusahakannya. 

2) Salah seorang aqid meninggal dunia, baik itu 

pemodal maupun pengusaha. Karena mudharabah 

berhubungan dengan perwakilan yang akan batal 

dengan meninggalnya wakil atau yang diwakilkan. 

3) Salah seorang aqid gila, sebab gila atau sejenisnya 

membatalkan keahlian dalam mudharabah. 

4) Pemilik modal murtad, menurut Imam Abu Hanifah 

itu membatalkan mudharabah sebab bergabung 

dengan musuh sama saja dengan mati.  

5) Modal rusak ditangan pengusaha, karena modal 

harus dipegang oleh pengusaha, jika modal rusak 

maka bata mudharabah. 

Dampak sosial ekonomi dari kerja sama 

permodalan tersebut yaitu mendapatkan pahala besar dari 

Allah, karena telah melenyapkan sedikitnya kemiskinan 

dari orang-orang miskin. Serta  berkembangnya hartadan 

semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan 

bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-

masing. 
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2. Wakalah  

a. Konsep Dasar Wakalah 

Setiap orang tentunya memiliki kapasitas 

masing-masing, ada yang mampu berbisnis tapi tidak 

memiliki modal dan ada yang memiliki modal tapi 

tidak memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis. 

Konsep wakalah secara tidak langsung 

menggambarkan permasalahan itu. Secara Bahasa arti 

wakaalah atau wikaalah adalah melindungi.
35

 Wakalah 

merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan 

untuk menyerahkan kewenangan pada orang lain 

dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. 

Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti akad 

yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan 

kepada orang lain dalam bertasharruf. Perwakilan 

disini memiliki arti memberikan kuasa kepada pihak 

lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.
36

 Hal 

ini sebagaimana firman Allah, dalam Q.S Ali-Imran 

ayat 173 : 

وُ وَنعِْمَ الْوكَِيْلُ  قاَلُوْا حَسْبُ نَا اللّٰ  وَّ
“Dan mereka menjawab “Cukuplah Allah (menjadi 

penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.” 

(Q.S Ali-Imran Ayat (3:173)).
37

 

 

Wakalah juga berarti penyerahan. Misalnya, wakkala 

amrahu ilafulaan (dia menyerah kan urusannya 

kepada si fulan). Misalnya juga ucapan tawakkaltu 
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„alallah (Saya berserah diri kepada Allah).
38

 Seperti 

dalam firman Allah Q.S Ibrahim ayat 12 : 

لُوْنَ  لِ الْمُتَ وكَِّ وِ فَ لْيَتَ وكََّ  وَعَلَى اللّٰ
“Dan hanya kepada Allah saja orang yang 

bertawakal berserah diri”. (Q.S Ibrahim (14.12)).
39

 

 

Akan tetapi yang dimaksud sebagai wakalah 

adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada 

yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
40

 Dengan 

kata lain, dapat disimpulkan bahwa wakalah 

merupakan pelimpahan kewenangan atau kekuasaan 

kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan 

sesuai dengen ketentuan yang telah disepakati kedua 

belah pihak untuk melakukan tindakan tertentu. 

Dalam pelaksanaanya wakalah terbagi menjadi 

tiga jenis, yaitu wakalah al-mutlaqah merupakan 

pemberian kuasa secara mutlak tanpa adanya Batasan 

waktu dan berlaku untuk segala urusan. Kemudian 

wakalah al-muqayyadah merupakan penunjukan wakil 

untuk melakukan kuasa dan bertindak atas namanya 

dalam urusan-urusan tertentu. Dan selanjutnya adalah 

wakalah al-amah yaitu perwakilan yang lebih luas 

                                                             
38

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam, …h.591 
39

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, … h. 257. 
40

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 

(Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 120. 



 90 

dari al-muqayyadah tapi lebih sederhana dari pada al-

mutlaqah.
41

 

 

b. Dasar Hukum Wakalah 

Wakalah disyariatkan dalam Islam, karena 

pada dasarnya tidak semua orang bisa meakukan 

sesuatu sendiri, butuh bantuan orang lain dalam 

menyelesaikan sesuatu tersebut. Maka berikut 

merupakan dalil-dali yang menjadi landasan 

dibolehkannya wakalah : 

1) Al-Quran 

Salah satu firman Allah mengenai wakalah yang 

berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi : 

هُمْ كَمْ  ن ْ لٌ مِّ ۗ   قاَلَ قاَىِٕۤ نَ هُمْ  هُمْ ليَِتَسَاۤءَلُوْا بَ ي ْ وكََذٰلِكَ بَ عَثْ ن ٰ
ۗ   قاَلُوْا ربَُّكُمْ اعَْلَمُ  ۗ   قاَلُوْا لبَِثْ نَا يَ وْمًا اوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ  لبَِثْتُمْ 

ۗ   اِلََ  ۗ  ا اَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ ىٰذِهِ  ۗ   فاَبْ عَثُ وْ  بِاَ لبَِثْتُمْ 
نْوُ  ۗ   ازَكْٰى طَعَامًا فَ لْيَأْتِكُمْ برِزِْقٍ مِّ الْمَدِيْ نَةِ فَ لْيَ نْظرُْ ايَ ُّهَا

 وَلْيتََ لَطَّفْ وَلََّ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا
“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar 

di antara mereka saling bertanya. Salah seorang 

di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama 

kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita 

berada (di sini) sehari atau setengah hari.” 

Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih 

mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). 
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Maka suruhlah salah seorang di antara kamu 

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, 

dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang 

lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu 

untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut 

dan jangan sekali-kali menceritakan halmu 

kepada siapa pun.” (Q.S Al-Kahf (18:19)).
42

 

 

Ayat lain yang menjadi rujukan wakalah adalah : 
ۗ   اِنِِّْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ  نِ الََّْرْضِ   قاَلَ اجْعَلْنِِْ عَلٰى خَزاَىِٕۤ

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku 

bendaharawan negeri (Mesir); karena 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai 

menjaga, dan berpengetahuan.” (Q.S Yusuf 

(12:55)).
43

 

 

2) Hadist 

Berikut adalah hadist yang menjadi landasan 

wakalah, yaitu : 

ثَنِِْ يََْيَ عَنْ مَا لِكِ عَنْ  عَةَ بْنِ أبَْنِ أَبِْ عَبْدِ  حَدَّ ربَيِ ْ
الرَّحَْْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارأٍَنَّ رَسُوْلَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ 
عَلَيْوِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ أبَاَ راَفِعٍ وَرَجُلًا مِنْ الِْنَْصَارِ فَ زَوَّجَاهُ 

الْْاَرِثِ وَرَسُوْلَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنةََ بنِْتَ 
 باِ لْمَدِيْ نَةِ قَ بْلَ انَْ يََْرجَُ 
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  Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik 

dari Rabi‟ah bi Abu Abdurrahman dari Sulaiman 

bin Yasar, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu 

Rafi‟ dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. 

Mereka berdua menikahkan beliau dengan 

Maimunah binti al-Harits, sedangkan beliau 

masih berada di Madinah dan belum berangkat. 
44

 
 

 Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah 

telah mewakilkan kepada yang lain untuk berbagai 

urusan. Diantaranya adalah membayar utang, 

mewakilkan penetapan had dan membayarnya, 

mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang 

hewan, dan lain-lainnya.
45

 

3) Ijma’ 

Para ulama juga bersepakat dengan ijma‟ 

diperbolehkannya wakalah. Ada juga yang 

cenderung untuk mensunahkannya dengan alasan 

bahwa hal tersebut masuk kedalam jenis ta‟awun 

atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan 

taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-quran 

dan disunahkan  oleh rasulullah. Islam 

mensyaratkan akad wakalah untuk menjadikan 

dasar pelimpahan kewenangan dari suatu yang 

seseorang kepada orang lain. Alasan 
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disyariatkannya wakalah adalah karena tidak 

semua manusia mempunyai kemampuan untuk 

menyelesaikan urusannya sendiri, melainkan butuh 

bantuan orang lain untuk menyelsaikannya.
46

 

c. Rukun dan Syarat Wakalah 

Dalam wakalah terdapat empat rukun yang 

harus dipenuhi untuk melaksanakan wakalah, 

diantaranya yaitu al-muwakkil (orang yang memberi 

kuasa), al-wakil (orang yang diberi kuasa), al-taukil 

(objek/perkara yang dikuasakan), dan shigat (ijab 

kabul)
47

 Mengenai soal rukun wakalah jumhur ulama 

berpendapat, wakalah mempunyai empat rukun, yaitu 

orang yang mewakilkan (muwakkil), orang yang 

mewakili (wakiil), sesuatu yang diwakilkan (al-

muwakkal fiih), dan sighah (ucapan atau perbuatan 

yang menunjukkan ijab dan qabul).
48

 Wakalah 

dianggap sah apabila dilakukan secara jelas, sesuai 

dengan rukun yang tertera. Apabila dalam 

pelaksanaannya terdapat cacat dalam rukunnya maka 

dianggap tidak sah.  
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Sedangkan untuk syaratnya sendiri terbagi 

menjadi tiga, yaitu syarat muwakkil, syarat wakil, dan 

syarat hal yang diwakilkan. 
49

 

1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)  

a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap 

sesuatu yang diwakilkan. 

b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam 

batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang 

bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk 

menerima hibah, menerima sedekah dan 

sebagainya. 

2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)  

a) Cakap hukum,  

b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan 

kepadanya,  

c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.  

3) Hal-hal yang diwakilkan  

a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang 

mewakili,  

b)  Tidak bertentangan dengan syari‟ah Islam,  

c) Dapat diwakilkan menurut syari‟ah Islam 

Dalam suatu pendapat para ahli fiqh sepakat 

mengenai sahnya pembatasan wakalah dalam jangka 
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waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun, 

karena akad wakalah dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan.
50

 

d. Hukum Wakalah 

Hukum asal wakalah itu dibolehkan. Namun 

bisa jadi disunnahkan jika imerupakan bantuan untuk 

sesuatu yang disunnahkan. Bisa juga  menjadi makruh 

iika  merupakan bantuan terhadap sesuatu yang 

dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika 

merupakan bantuan untukperbuatan yang haram. Dan, 

hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan 

kerugian dari muwakkil. Dalam pelaksanaannya 

wakalah memiliki hukum sebagai berikut :
51

 

1) wakalah sah dengan perkataan apa saja yang 

menunjukan adanya izin, Jadi, tidak disyaratkan 

teks khusus. 

2) wakalah sah berlaku pada hak-hak manusia, 

misalnya, jual beli, pernikahan, ruju‟, pembatalan 

jual beli. wakalah juga sah pada hak-hak  allah 

yang diperbolehkan diwakilkan. 

3) wakalah diperbolehkan untuk memverifikasi 

hukuman dan melaksanakannya. 
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4) wakalah tidak sah pada ibadah-ibadah yang tidak 

boleh diwakili. Wakalah juga tidak sah pada kasus 

li‟an, dzihar, sumpah, nadzar, dan kesaksian. 

Selain itu, wakalah juga tidak sah pada hal-hal 

yang diharamkan karena apa saja yang tidak boleh 

dikerjakan maka tidak boleh diwakilkan 

didalamnya. 

5) Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli 

tidak boleh membeli atau menjual kepada diri 

sendiri, anak, sitri, atau orang-orang yang tidak 

boleh menjadi saksi bagi mereka karena 

dikhawatirkan bertindak KKN. 

6) wakalah secara mutlak diperbolehkan. jadi 

menunjuk seseorang sebagai wakil dalam hal-hal 

pribadi  itu diperbolehkan. 

7) orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu 

tidak boleh membeli sesuatu yang lain. 

8) wakalah boleh dengan upah, namun besar upahnya 

harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan 

dikerjakan wakil. 
 

e. Berakhirnya Wakalah 

Wakalah dimulai dengan maksud untuk 

memberikan kuasa kepada orang lain, maka 

berakhirnya wakalah sendiri juga dikarenakan adanya 

suatu sebab yaitu jika wakil atau yang mewakili telah 
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menyelesaikan tugasnya dari muwakil yang 

mewakilkan, yaitu amanat yang diberikan muwakil 

kepada wakil  telah disampaikan kepada penerima 

amanat. Namun dalam pelaksanaannya juga, wakalah 

tentunya bisa saja dibatalkan jika :
 52

 

1) Salah satu pihak yang berakad wafat atau gila. 

2) Apabila yang dimaksud dalam akad wakalah itu 

selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud 

dari perkerjaan tersebut. 

3) Diputusnya akad akalah. 

4) Hilangnya kekuasaan atau hak memberi atas suatu 

objek yang dikuasakan. 
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